BABV
KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada bab

terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dalam perkara putusan pengadilan Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.Shy,
seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutkan kepada terdakwa
disebut keliru dimata hukum. Serta pihak Satgas Waspada Investasi keliru
dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam vyang
mengoperasikan aplikasi Memiles bukanlah tempat investasi online
melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam
pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan.

Dakwaan kesatu primair melalui Pasal 105 UU. No. 7 tahun 2014 jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1, Dakwaan kesatu subsidair melalui Pasal 106 UU. No. 7
tahun 2014, tidak terbukti menurut hukum. Dakwaan kedua melalui Pasal
378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dituntutkan kepada
terdakwa sebagai pelaku usaha melakukan tindakan untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti menurut
Majelis Hakim, namun jika ditelaah ada tindakan berunsur penipuan dan
adanya money game, tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa secara
bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan
mempertimbangkan kuat atau tidaknya Perundang-undangan yang akan di

gunakan, dari hal itu bisa saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A
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Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang
melakukan tipu muslihat, memberikan berita bohong dan semacamnya
untuk menyesatkan orang lain. Dan seharusnya pemerintah yang memiliki
wewenang untuk membentuk Undang-Undang tentang money game seiring
banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat
hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para member Memiles adalah
pengajuan Gugatan secara Perdata melalui instansi yang bersangkutan pada
Pengadilan yang berwenang. Atau jika dari pihak pelapor memiliki alat-alat
bukti yang baru dapat membuat laporan baru terkait perkara tersebut ke

pihak yang berwenang yakni kepolisian.
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